BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hambatan serta solusi

terhadap alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah

daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengatur mengenai peralihan kewenangan perlindungan konsumen
termasuk BPSK yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota kini beralth ke pemerintah daerah provinsi.
Peralihan kewenangan oleh undang-undang tersebut diikuti dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen untuk mempertegas kebijakan berupa peralihan pengelolaan
BPSK oleh pemerintah daerah provinsi.

2. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, BPSK di Indonesia telah memiliki beberapa kendala
dalam pelaksanaannya akibat dari kurang maksimalnya pelaksanaan UUPK
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama pengetahuan konsumen
akan eksistensi UUPK itu sendiri. Berdasarkan Lampiran Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi
Nasional Perlindungan Konsumen, salah satu faktor yang menyebabkan
masyarakat tidak mengenal dan mengetahui tentang lembaga perlindungan
konsumen karena jumlahnya yang belum merata.

3. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi
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terkait dengan peralihan kewenangan perlindungan konsumen kepada

pemerintah daerah provinsi, yaitu:

a. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, fungsi BPSK yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi
sulit untuk dilaksanakan. Pelaksanaan operasional BPSK dalam
melayani masyarakat sebagai konsumen yang sebelumnya dirasa masih
belum berjalan dengan baik kini juga semakin terhambat karena
pembenahan sistem pengawasan yang tadinya di kabupaten/kota ditarik
ke provinsi. Sebelum diterbitkannya UU Pemda, pelaksanaan
perlindungan konsumen termasuk ke dalam kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota dengan pertimbangan agar masyarakat lebih
dekat dengan lembaga perlindungan konsumen yang disediakan oleh
undang-undang.

b. Salah satu akibat dari perpindahan kewenangan terkait dengan
pelaksanaan perlindungan konsumen melalui BPSK kepada pemerintah
daerah provinsi yakni perpindahan kewenangan terhadap penganggaran
BPSK. Tidak semua provinsi memiliki kesiapan terkait pendanaan ini.
Dikhawatirkan yang terjadi dapat sebaliknya seperti pengurangan atas
beberapa BPSK karena dianggap performa mereka tidak lagi efisien.

c. Dikhawatirkan dengan adanya UU Pemda maka BPSK yang semula
berada di daerah kabupaten/kota akan ditarik ke daerah provinsi
dikarenakan pelaksanaan perlindungan konsumen yang didalamnya
termasuk BPSK menjadi kewenangan milik pemerintah daerah
provinsi.

4. Berdasarkan analisis penulis terkait dengan hambatan yang telah
disebutkan, maka penulis memberikan solusi atas hambatan yang

diakibatkan olch alih kelola BPSK dari pemerintah dacrah kabupaten/kota
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2. Saran

1.

2.

kepada pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a. Menurut penulis, jika pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah

provinsi dirasa akan kurang efektif. Dibutuhkan adanya kerjasama antar
pemerintah  provinsi dengan pemerintah daerah/kota  dalam
melaksanakan pengawasan perlindungan konsumen karena pemerintah
daerahnya masing-masing yang lebih mengenal dan memahami
daerahnya. Di samping itu, alangkah baiknya pula jika pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
upaya-upaya untuk meningkatkan keberdayaan konsumen.

Pendirian BPSK dan pelaksanaan tugasnya membutuhkan pengelolaan
biaya penganggaran. Sumber pendanaan ini bisa sejak semula disiapkan
oleh pemerintah provinsi ditambah dengan pendanaan bantuan dari
pemerintah pusat atau sharing dengan instansi lain yang terkait.
Kementerian Perdagangan menginstruksikan kepada jajarannya di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat untuk membuat
suatu program pelayanan konsumen secara daring yang dapat
memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya ke BPSK

yang didirikan di daerah provinsi.

Pemerintah pusat membuat regulasi berupa Peraturan Pemerintah mengenai
penganggaran BPSK agar ada keseragaman peraturan di tiap provinsi.

Untuk mewujudkan program pelayanan perlindungan konsumen secara
daring yang berbasis teknologi dapat ditunjang dengan adanya kerjasama
antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan antara dua
instansi pemerintah atau Memorandum of Understanding (MOU) sebagai

penunjang aspek regulasinya.
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3. Pemerintah bersama-sama dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang bidang perlindungan konsumen karena kepercayaan konsumen
terhadap kinerja pelayanan dan perlindungan oleh BPSK merupakan salah
satu faktor yang penting bagi eksistensi BPSK di Indonesia.

4. Mengadakan edukasi pentingnya hak-hak masyarakat selaku konsumen

yang harus dilindungi oleh pemerintah.
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